KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016
NOMOR 5 SERI [) NOMOR %

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 2 TAHUN 2016

A

TENTANG

RENCANA'PEMB’ANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 -2021

DENGE&N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang! : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3)

‘ huruf b, Undang —~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

. E_’emerkitahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun - 2014 tentang Pemerintahan

Daérah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijékan; jaembénguhan daerah dan keuangan daerah,

serta program perangkat daerah dan lintas perangkat

daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

indikatif untuk Jangka waktu 5 (lima) Tahun yang disusun

dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN; .

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang ’I_‘ahapari;

.'_I‘atacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

_Pélaksanaan Rencana Pembanglinan Daerah, dinyatakan

| v bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

| , éetelah berkonsultasi dengan Gubernur Provinsi Sumatera
Utara ; |




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf .b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 - 2021 ; '

'Pasal 18 'ajrat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Ifndéng—Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembeiitukan ' Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkﬁpgah Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lerfﬁibaran Negara Republik Indonesia tahur 1956 Nomor
56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Unc_lang»Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

?Negar'a (Lem‘baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); |
Undaing—Undar;g Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesm Nomor 4400);

. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pere'lcanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1),
Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
P.er.__lmbangan Kéuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Ind;gnesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

14.

Unddng-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunsn 'Jangl;:a' Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembgian Negara -Republik Indonesia Tahun 2007
N%;)HlOI‘ 33, . Tambahan Lembaran Negara Republik
I'gldQﬂ@é}i& Nomor 47G0j;

UndangnUnfiang | Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indones1a Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

‘ Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

"Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undéng—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penibe_ritukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Négaré Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
'zmbahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nf‘mor 5234

. Udddng—Unuang Nomor. 6 ’T‘ahun 2014 tentang Desa
A{Lcmbc_ran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014

‘Nom01 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pﬂmenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

: Indone31a Tahun 2004 Nomor 224 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indone31a Nomor 5587), sebagaimana
tclah ‘diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-
‘Undang ‘Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);




15.

16.

17.

18.

19.

20.

Un‘dang—' UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Pergturan Pemermtah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 20 14 tentang Pem:hhan Gubernur, Bupati, dan
Walikota - menJadl Undang—Undang (Lembaran Negara
Republik Ihdosia Tahun 2015 Nomor 23 ,Tambahan

- Lembaran- Negara Repubhk Indonesia Nomor 5588),

sebagaunana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

~ Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia’ Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indone31a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubuk Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
melmal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones1a Nomor 4585),

Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Redoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

i Repubhk Indones1a Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pchgendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indones1a
Tahun 2007 Noimor 140, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesja Nomor 4663);

Perétﬁrén Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara | Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
‘\Jomor 97, - Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesxa Nomor 4664);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan: Pemermtah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evalua31 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008
Nomor .1‘9,' Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peratui'aﬁ'_'iPemerintéh Nomor 7 Tahun® 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasz Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Reucana Tata’ Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Repubhk Indonesm Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4725);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3333); .
Perél_turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pe'rangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun
2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan

Oﬁtorita,Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba ;

R TR
O
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29.

30.

31.

32.

- 33,

36.

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah,
aebagalmap‘g telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturanfl\/[lénteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentahg Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13- Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

"‘ahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendahau dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah
Peraturan Menten balam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

otrategls Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana

. Pembangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Benta Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Prov1ns1 Sumatera Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera
Utara Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

_ (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;

lferalituran Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
pdkggk-pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten' Simalungun Tahun 2008 Nomor 7
é{eriiD Nomor 6);



Menetapkan

37.

38.

39.

Peraturénr - Dacrah Kaibupaten Simalungun Nomor 17
Tahun 2008 tentang 0r§_anisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri “D”
Nomdr 16)’5 _: sebagaifnana telah diubah beberapa kali

erakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan. Daerah
Kabupaten Sunalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organ1sas1 dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

’ Slmalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun

Tahun 2014 Nomor 3 Seri “D” Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Snnalungun Nomor 10
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 seri
D Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016
Nomor 1 Seri “D” Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN:

B
LA

. PERATURAN ‘DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 -2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.



o

R
<

H,mu ntahan Dauah 'mlalah penyelenggara urusan
Pemerintah’ oleh Pe'nbmntah Daerah dan Dewan
Perwalnlan Raxyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuar dengan prma1p otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebaga1mana‘ dimaksud dalam

'Ungiax;g—l_]ndang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 19435.

Pérrfefintéh Daerah adélahA Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemenntah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemenntahan yang menjadi
kewcnangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Simalungun.

Dewén 'Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
di smgkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat

.Duelaj.l yang  berkedudukan  sebagai unsur

: Pen jelﬁnggdra Pemerintahan Daerah.

(*"a.mfkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daeran dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan

Pemermtahan yang menjadi kewenangan Daerah,

, terdln ‘dari Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan

Pcrwamlan Rakyat Daerah Dmas Daerah, Lembaga
Tekms Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan
Ruman Sakit Daerah R

Repqaf;_a _Tata Riang Wila'yah,‘ ifang selanjutnya

'disi‘hgkant RTRW adalah Rencana Tata Ruang

Kabupaten Simalungun.

. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa

depan yang tepat, melalul urutan p111han dengan
memperhltungka_u sumber daya yang tersedia yang
dﬂak%anakan oleh semua komponen dalam rangka

‘pﬂncapa.lan v131, misi, tujuan dan sasaran yang

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengéh
Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah. '

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat - RPJPD ~adalah Dokumen
Perenca_naan Pembangunan Daerah  Kabupaten

ozmalungun yang memuat visi, misi dan arah




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.]

19.

perribangur;ain untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun terhitung mulai. tahun 2005 sampai dengan
tahyn 2025. g '

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi,
misi pfqgra'm kepala daerah, arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan 'daerah, kebijakan
umum, program SKPD,.program lintas SKPD, program
k_ewihyahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi
yang \,.bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam
kera.hgka pendanaan yang bersifat indikatif,

Sg.tuari Kerja Pefangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Simalungun.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang belanjutnya disingkat (Renstra SKPD) adalah
d@kumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
penode S (hma) Tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
dlsmgkat RKPD' .adalah dokumen perencanaan
pembangunlan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang
sélanjutnya diéebut Renja SKPD adalah dokumen

Tpe_rgﬁc_:anaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 {satu) Tahun.

Visi iadalah rumusan umum mengenai keadaan yang
dnnglnkan pada akhir periode rencana. |

Misi édalah ruinusan umum mengenai upaya-upaya
yéng akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Stcategl adalah langkah langkah berisikan program-
program mdlkatlf untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebga_kan adalah arah atau tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatgﬁ yang dilaksanakan oleh
Pemerihtah ‘Daerah untuk mencapai sasaran dan
‘tu_]uan 'serta’ memperoleh alokasi anggaran, atau
Leglatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pg,mcmltah Daerah.




"BAB I
‘KEDUDUKAN
. Pasal 2

(1) RPJMD disusun memuat Visi, Misi dan Prioritas Program

(2)

(3)

pembangunan Bupati terpilih, berkedudukan dan sekaligus
berfungsi sebagai dokumen perencanaan Pembangunan
Daerah periode tahun 2016 — 2021.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
kepada RPJPD, RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.

ng)kuih_en perencanaan pembangunan daerah memberikan

arah sekaligus acuan bagi seluruh sebagaimana dimaksud

padé ayat (1) memberikan arahan sekaligus acuan bagi

seluruh 'komponenﬁ_, pelaku pembangunan daerah dalam
melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan
_tujtian pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Sistematika RPJ MD, terdiri dari :

a.
b.

C.

)

= @

Qi o
D

illiﬁ.-

BAB 1 Pendahuluan

BAB II Gambaran Ummum Kondisi Daerah

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan
- Kerangka Pendanaan

BAB 1V Analisis Isu-isu Strategis

BAB V Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII Kebijakan umum dan program pembangunan

BAB Villindikasi Rencana Program Prioritas yang disertai

- Kebutuhan Pendanaan

BAB IX Penetapanindikator Daerah

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB XI Penutup



Pasal 4

Rincian RPJMD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3,
Lcrcantum dalam lamp1ran yang merupakan bagian tidak

terpmahkan dari Peraturan Daerah ini.

b - - Pasal 5

RPJMD menjadi pedomen bagi :

a.

Penyusunamn RKPD Kabupaten Simalungun Tahun

2016 - 2021.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana

Strategis dan Rencana Kerja serta sebagai acuan bagi

_seluruh pemangku kepentmgan didaerah  dalam

'melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun
waktuTahun 2016 - 2021.

BAB IV ,
- Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

bertuJuan untuk mewujudkan:

a.

F.J..

0

Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan
hq.usil rencana pembangunan daerah,

Konsistensi. antara RPJMD dan RPJPD dan RTRW
Kabupaten Simalungun.

Konsiétensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

. Kesesuamn antara capaian pembangunan daerah dengan

Indlkator-mdlkator Kinerja yang telah d1tetapkan



| - '_"“P'asalt'?"

{1j Bupat n:e}a;u, deaﬂ Pex encanaan Pembangunan Daerah
1,1elakukan : pengc.ndahan dan evaluasi terhadap
pere ncanaau pcmbdngunan Jangka Menengah Daerah
me11put1 )

a. Pengendahan dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan pembangunan Daerabh;
- b. Pengendahan dan Evalusi terhadap pelaksanaan
~ Rencana Pembangunan Dearah;
c. l’E.valuasi terhadap -- hal'sil Rencana Pembangunan
Daerah;

2) Eﬁaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melélui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

(3) Ketentuan lebih "lanjut‘ mengenai Tata Cara penilaian dan
Evaluasi diatur dengaﬁ Peraturan Bupati. '

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

L’erau.u.uém Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

ulur"‘angkan

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan

penempaiapnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sunalungun

Vo ' : Dite'tapkan di Pamatang Raya
o ) ~ pada tanggal2] SERmEMERR2016
S I ‘v,  BUPATI SIMALUNGUN,

dto.
o J.R. SARAGIH
Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 7 Oktoeee. 2016

SEKRETARIS D UPATEN SIMALUNGUN,

Qr '
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>

w J

=

C RBA
N

UPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016
NOMOR Z SERI ) NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (107 /2016).




